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WALIKOTA TUAL 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 

NOMOR O2 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA 

SETIAP DESA KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) 
dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2 0 1 5  
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Noror 43 

Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Walikota 

menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap 

Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
W alikota ten tang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kota Toal 
Tahun Anggaran 2017;  

1 .  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 

Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkta I 

Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 
1958 Nomor 1 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1645); 

4. uung-unang Ivomor / Tanun '2UU tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung J awab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400\: 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia :Tahun 2007 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4747); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipi] Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679}; 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717; 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 310); 

16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 4286); 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3  Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2093); 

18 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

20. Peraturan Daerah Kota Tu.al Nomor 02 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Toal Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Tu.al Nomor 7096); 
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2 1 .  Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kota Tual Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kota Tual Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tual Nomor 7098). 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Daerah Kota Tual; 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual dan Perangkat Daerah Kota Tual 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 

3. Walikota adalah Walikota Tual; 
4. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD Kota Tual; 

5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan dengan peraturan yang 
berlaku; 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB 

Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

Menetapkan 

Pasal 2 

Peraturan Walikota ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap 

Desadi Kota Tuai Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

W alikota Tual ini. 

Pasal 3 

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tual Tahun 

Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara 
merata dan berkeadilan berdasarkan : 

ti 

,:-.' � 
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Pagu Alokasi Dana Desa Kota. 

Besar Alokasi Dana untuk setiap desa dikalikan 
jumlah desa dalam kota. 

z 

= 

= 

= 

= 

Alokasi Dana Desa setiap desa yang dihitung 
erdasarkan jumla penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap 
Kota. 

Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total 
penduduk desa nasional. 

Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap 
total penduduk miskin desa nasional. 

= Rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total 
penduduk miskin desa nasional. 

= Rasio IKG Kota terhadap total IKG Kota yang memiliki 
Desa. 

Z4 

Z3 

Z2 

Zl 

ADDkot 

ADkot 

Keterangan 

w 

a. Alokasi dasar; dan 
b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di 
kota tual. 

Pasal 4 

Alokasi Dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
dihitung sebesar 90% (Sembilan Puluh Per Seratus) dari pagu Alokasi Dana 
Desa Tahun 2017 dibagi jumlah desa di Kota Tual. 

Pasal 5 

Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b yang 
yang bersumber dari Kementrian yang berwenang dan/ atau lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik 

Pasal 6 

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana di maksud pada Pasal 
5 dilakukan dengan formula sebagai berikut : 

W=[ (0 ,25  x  Zl) + (0,35 x Z2) + (0,10 xZ3) + (0, 30 3x Z4)] + (ADDkot-ADkot) 

g 
· · - ?,  
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Pasal 7 

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari Kementerian 
yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang statistik. 

Pasal 8 

( 1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 
Umum Desa dilakukan paling lambat 7 {tujuh) hari kerja setelah Alokasi 
Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap: 

a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus); 

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); 
dan 

c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus}. 

d. Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah kepala desa 
menyampaikan: 

(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah kepala desa 
menyampaikan: 

a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada W alikota. 
b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya. 
c. Kepala desa menyampaikan peraturan desa dan laporan realisasi 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Walikota 
paling lambat minggu kedua bulan Maret. 

(5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah kepala desa 
menyampaikan: 
a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I kepada 

Walikota. 

b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana 
Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (Hrna puluh per seratus). 

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi 

Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada 
Walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli. 

(6) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dilakukan setelah kepala Desa 
menyampaikan: 

a. Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala 
Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa 
tahap I dan tahap II kepada Walikota. 

b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II 
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Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% 

(lima puluh per seratus). 

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi 
Dana Desa tahap 1 dan tahap Ii sebagaimana dimaksud pada huruf a 

kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan September. 

(7) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan 

dalam APB Desa. 

Pasal 9 

Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa serta 

kegiatan bidang lain yang tidak dibiayai oleh dana desa 2017. 

Pasal 10 

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 

1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

Pasal 1 1  

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus mendapat pengesahan 

oleh Juru Tulis atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan 

bukti dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa 

ditetapkan menjadi peraturan Desa. 

(4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 12 

( 1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan 

laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I, tahap II, dan 

Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahunan kepada 

Walikota. 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l )  dilakukan dengan ketentuan : 

a. Tahap I paling 1ambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran 
berjalan; 

b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun 
anggaran berjalan; 

c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan paling 
lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya 
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Pasal 13 

(  1) W alikota menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal kepala Desa 
tidak menyampaikan APB Desa dan/ atau laporan realisasi penggunaan 

semester sebelumnya. 

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai 
dengan disarnpaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan 

tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Walikota mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan 

penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar. 

(4) SILPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per 
seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa. 

(5) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 harus mendapatkan persetujuan 
dari W alikota. 

(6) Pengurangan Alokasi Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri 
Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Pasal 14 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan menempatkannya dala.m Berita Daerah Kota Toal. 

' FI 

. o  

JAR 

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 222 



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL 
NOMOR 02 TAHUN 2017 
TANGGAL O5 JANUARI 2017 

NO. KECAMATAN NAMA DESA NAMA DUSUN 
ALOKASI DANA DESA 

(ADD) 

1 2 3 4 

1 PULAU DULLAH UTARA FIDITAN Rp. 1.036.208.500,00 

2 PULAU DULLAH UTARA NGADI Rp. 1.036.208.500,00 
.  

3 PULAU DULLAH UTARA DULLAH Rp. 1.036.208.600,00 

4 PULAU DULLAH UTARA LABETAWI Rp. 1.036.208.600,00 

5 PULAU DULLAH UTARA TAMEDAN Rp. 1.036.208.600,00 

6 PULAU DULLAH UTARA OHOITAHIT Rp. 1.036.208.500,00 

7 PULAU DULLAH UTARA OHOITEL Rp. 1.036.208.500,00 

WATRAN Rp. 1.036.208.600,00 

LAIRKAMOR Rp. 1.036.208.600,00 

8 PULAU DULLAH UTARA DULLAH LAUT 
� 

Rp. 1.036.208.500,00 

DUROA Rp. 1.036.208.600,00 
- 

9 PULAU DULLAH SELATAN TUAL Rp. 1.036.208.500,00 

FAIR Rp. 1.036.208.600,00 

DUMAR Rp. 1.036.208.600,00 
- 

----------------- 
- - - --------- 
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+ 

PULAU UT Rp. 1.036.208.600,00 

MANGON Rp. 1.036.208.600,00 

1 0  PULAU DULLAH SELATAN TAAR Rp. 1.036.208.500,00 

1 1  TAYANDO TAM TAM NGURHIR Rp. 1.036.208.600,00 

TAM OHOITOM Rp. 1.036.208.600,00 

12 TAYANDO TAM TAYANDO LANGIAR Rp. 1.036.208.600,00 

13 TAYANDO TAM TAY ANDO YAMTEL Rp. 1.036.208.600,00 

14  TAYANDO TAM TAYANDO OHOIEL Rp. 1.036.208.600,00 

15  TAYANDO TAM TAYANDO YARU Rp. 1.036.208.600,00 
.  

1 6  PULAU-PULAU KUR TUBYAL Rp. 1.036.208.600,00 

1 7  PULAU-PULAU KUR KAIMEAR Rp. 1.036.208.600,00 

18 PULAU-PULAU KUR LOKWIRIN Rp. 1.036.208.600,00 

1 9  PULAU-PULAU KUR FINUALEN Rp. 1.036.208.600,00 

20 PULAU-PULAU KUR SERMAF Rp. 1.036.208.600,00 

21 KUR SELATAN KANARA Rp. 1.036.208.600,00 

22 KUR SELATAN WARKAR Rp. 1.036.208.600,00 

23 KUR SELATAN YAPAS Rp. 1.036.208.600,00 

24 KUR SELATAN RUMOIN Rp. 1.036.208.600,00 

PASIR PANJANG Rp. 1.036.208.600,00 

FITARLOR Rp. 1.036.208.600,00 

25 KUR SELATAN HIRIT Rp. 1.036.208.600,00 



26 KUR SELATAN TIFLEN Rp. 1.036.208.600,00 

27 KUR SELATAN NIELA Rp. 1.036.208.600,00 

FADOL Rp. 1.036.208.600,00 

TOTAL 27 1 1  Rp. 39.375.926.100,00 

. ·  


